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ABSTRAK

Penerimaan perpajakan adalah sumber dana utama yang sangat berpotensi
dalam peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sangat fokus
dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terkait pembayaran pajaknya. Namun, masih
banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan peraturan perpajakan yang berlaku di
Indonesia sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah,
terlebih lagi di Indonesia menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajaknya.
Pemerintah pun mengupayakan berbagai cara untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pajak. Salah satu kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2016 adalah kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan
pengampunan pajak merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada
Wajib Pajak atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum
dilaporkan dalam SPT. Kebijakan pengampunan pajak ini merupakan stimulus untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Menurut UU No. 16 tahun 2009, maka Presiden menimbang bahwa
pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk
memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan
besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Selain itu bahwa untuk meningkatkan
penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan
Pengampunan Pajak. Oleh sebab itu dibentuklah Undang-Undang tentang Pengampunan
Pajak. Apabila masyarakat memahami pertimbangan Presiden di atas, masyarakat tersebut
yang termasuk dalam ketentuan kebijakan pengampunan pajak akan mengikuti kebijakan
tersebut. Maka untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, masyarakat harus memahami
UU No.11 tahun 2016 terkait manfaat kebijakan pengampunan pajak (pasal 2 ayat 1 dan
penjelasan UU No.1l tahun 2016 bagian umum), syarat untuk mengikuti kebijakan
pengampunan pajak (pasal 8 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3), subjek kebijakan pengampunan pajak
(pasal 3 ayat 1 dan ayat 3) , objek kebijakan pengampunan pajak (pasal 3 ayat 2, ayat 4, ayat
5). Apabila masyarakat yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak telah sadar dan patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakamya, maka Wajib Pajak tersebut memenubhi kriteria
Wajib Pajak patuh sesuai PMK No. 74/pmk.03/2012 pasal 2.

Untuk mengukur adanya probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan
Wajib Pajak akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak, peneliti menggunakan uji
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Kemudian peneliti melakukan
analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi pearson
product moment, dan analisis koefisien determinasi. Objek penelitian ini adalah pemahaman
kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan unit penelitian ini adalah KPP Pratama Cibeunying.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak
tidak dapat memberikan peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying secara
signifikan, tetapi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaporkan SPT. Hubungan antara variabel pemahaman kebijakan pengampunan pajak
terhadap pemahaman kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori kuat dan probabilitas
peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat adanya pemahaman kebijakan
pengampunan pajak sebesar 50,5%. Maka peneliti menyarankan, KPP Pratama Cibeunying
sebaiknya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak kepada
masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Cibeunying Bandung apabila diadakan kembali
kebijakan pengampunan pajak di masa yang akan datang. Selain itu, Wajib Pajak yang telah
mengikuti kebijakan pengampunan pajak juga diharapkan tetap melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya.

Kata kunci: Pemahaman kebijakan pengampunan pajak, pemahaman kepatuhan



ABSTRACT

Tax income is potential source of fund to increase the income of Indonesia
Country. Therefore, the government heavily focus to increase Taxpayer compliance regarding
on tax payment. However, most of Indonesian people does not realize on Indonesia tax
regulation yet. Subsequently, category of Indonesia Taxpayer compliance degree is low.
Moreover, Indonesia practices self-assessment system in tax collection. The government
attempt some method to encourages Taxpayer compliance level by introduce some tax policies.
One of Indonesian tax policy in 2016 is tax amnesty. Tax amnesty policy is amnesty program
from the government to the Taxpayer property that acquired in 2015 and previously not
reported yet in Tax Return. Tax amnesty policy is the stimulus to raise Taxpayer compliance
in tax liability.

According to law no. 16/ 2009, then the president of considering that national
development the unitary state of the republic of indonesia that aims to visit the all the people
indonesia equally and system, need funding large sourced the center of tax revenue.In addition
that to increase state revenues and the economic growth and awareness and society discipline
in the implementation of the obligation taxation, need to issue tax amnesty policy.Therefore
formed the act of about tax amnesty policy. When the community understand presidential
advisory above, community is included in the tax amnesty policy will follow this policy. So to
follow tax amnesty policy, the community must understand law no.11 2016 concerning the
advantage of tax amnesty policy (article 2 paragraph | and explanation law no.11 2016 part
public), requirements to follow the tax amnesty policy (article 8 paragraph 1), requirements
to follow the tax amnesty policy (article 8 paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3),
subject tax amnesty policy (article 3 paragraph | and paragraph 3 ), object tax amnesty policy
(article 3 paragraph 2, paragraph 4, paragraph 5 ) .When the community who follow the tax
amnesty policy had conscious and obey in discharge of an tax obligation , they must meet the
criteria taxpayers obey in accordance PMK no. 74/ pmk.03 / 2012 article 2.

This study applied validity test, reliability test, normality test, and hypothesis
test to calculate the probability an increase in understanding Taxpayer compliance taxpayer
by the understanding of tax amnesty policy. Afier that, the author conduct data analysis by
descriptive statistic, regression analysis, correlation analysis of pearson product moment, and
coefficient of determination analysis. The object of this study is Taxpayer compliance and the
unit of the study is Cibeunying Small Taxpayers Office (KPP Pratama Cibeunying).

The result explained that tax amnesty policy cannot presented a significant
increasing in Taxpayer number in KPP Pratama Cibeunying, but the policy could improve
Taxpayer compliance on the Tax Return. The correlation between the understanding of tax
amnesty policy variable to the understanding of Taxpayer compliance has strong category and
probability an increase in understanding compliance taxpayers due to the understanding
policy tax amnesty policy as much as 50.5 %. As a recommendation, KPP Pratama Cibeunying
should improve socialization activity on tax amnesty policy to the public in KPP Pratama
Cibeunying operational territory if there will be future amnesty policy. Additionally,
Taxpayers who has participated in tax amnesty policy expect to report consistently and
responsible on the actual tax number calculation.

Keywords: Understanding of tax amnesty policy, the understanding of compliance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya dalam mensejahterakan
masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah terus
meningkatkan pembangunan nasional di Negara Indonesia untuk mendukung fasilitas
umum dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tentu saja untuk mendukung
kelancaran penyediaan fasilitas umum tersebut, Negara Indonesia harus memiliki
sumber dana yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan segala potensi
yang dapat meningkatkan pendapatan negara baik bersumber dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Total anggaran penerimaan Negara Indonesia tahun 2017
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 dengan
jumlah Rp1.750.283.380.176.000,00; yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar
Rp 1.498.871.646.935.000,00; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp
250.039.071.639.000,00; penerimaan hibah dengan anggaran sebesar Rp
1.372.661.602.000,00.

Menurut data anggaran penerimaan negara di atas, penerimaan
perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dalam peningkatan
pendapatan Negara Indonesia tahun 2017. Penerimaan perpajakan yang diharapkan
tersebut sebesar 85% dari total anggaran pendapatan Negara Indonesia 2017. Maka
dari itu, pemerintah sangat fokus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban pajaknya. Namun masth banyak masyarakat Indonesia yang
belum sadar betul akan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi
dengan adanya sistem pemungutan pajak self assessment yang diterapkan di Indonesia.
Self assessment system memberikan tanggung jawab dan wewenang pada Wajib Pajak
untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Oleh
sebab itu, self assessment system ini sering dianggap sebagai salah satu faktor yang
paling berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menghadapt masalah tersebut,
pemerintah pun mengupayakan berbagai cara untuk mendorong peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perpajakan.



Salah satu kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dan
sempat menarik perhatian sebagian besar Wajib Pajak Indonesia yaitu kebijakan
pengampunan pajak. Kebijakan tersebut tepatnya diberlakukan sejak tanggal 1 Juli
2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak merupakan program
pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak atas harta yang
diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Pajak. Pengampunan yang diberikan tersebut berupa penghapusan
pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi
pidana dengan cara melaporkan secara jujur seluruh harta tersebut dan membayar uang
tebusan. Menurut menteri keuangan, kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan
pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang pernah
melakukan pelanggaran perpajakan di masa lalu. Namun terdapat berbagai hal yang
perlu menjadi perhatian pemerintah terkait dampak yang mungkin timbul dari
diberlakukannya kebijakan tersebut. Hal ini karena kebijakan pengampunan pajak
mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek dan
meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam jangka panjang. Maksud dari tujuan
jangka panjang kebijakan pengampunan pajak adalah memberikan stimulus untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di
masa yang akan datang. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih jujur dalam melaporkan
hartanya, baik harta yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Dalam
tujuan jangka pendek menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken
Dwi Djugiasteadi, penerimaan negara yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak
mencapai Rp 135 triliun setelah berakhirnya kebijakan pengampunan pajak pada
tanggal 31 Maret 2017. Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak ini
mencapai 956.000. Untuk tujuan jangka panjang, pemerintah belum menilai berapa
peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah sangat optimis akan keberhasilan kebijakan pengampunan
pajak ini karena kantor pajak saat ini telah memiliki database yang lengkap dan akurat
mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Database tersebut menyediakan data dan
informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak, termasuk kepatuhan pembayaran
dan pelaporan pajaknya secara akurat dan real-time. Hal ini sangat membantu fiskus

untuk mengenali usaha dan perilaku Wajib Pajak yang dilayani, sekaligus mengawasi



kepatuhannya. Dengan database yang lengkap dan akurat ini juga mendorong
kepatuhan sukarela karena Wajib Pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban
perpajakannya.

Disamping kantor pajak telah memiliki database yang lengkap dan
akurat, keberhasilan kebijakan pengampunan pajak ini juga didukung dengan mulai
era keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satu bukti era keterbukaan informasi
tersebut adalah dengan diterapkannya aplikasi usulan pembukaan rahasia bank dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ/2017. Aplikasi usulan
pembukaan rahasia bank tersebut disebut dengan aplikasi Akasia dan mulai
diberlakukan tanggal 1 Maret 2017 di seluruh Kantor Wilayah DJP dan KPP oleh
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bukti lainnya dari era keterbukaan
informasi adalah automatic exchange of information, sehingga kemungkinan
masyarakat menghindari pajak akan sangat kecil. Oleh sebab itu, Wajib Pajak juga
diharapkan menjadi lebih tepat dalam melaporkan dan membayar kewajiban
perpajakannya. Pada akhirnya hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenal pemahaman kebijakan pengampunan pajak dan pemahaman kepatuhan
Wajib Pajak dengan mengambil sampel dari salah satu KPP Pratama Cibeunying
Bandung yang berhasil memenuhi tujuan jangka pendek negara dengan menerima
uang tebusan kebijakan pengampunan pajak tertinggi se-Kanwil DJP Jawa Barat 1 atau
peringkat 10 Nasional. Adapun untuk melihat tujuan jangka panjang kebijakan
pengampunan pajak yang baru selesai 31 Maret 2017, peneliti akan mengukur
probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama

Cibeunying Bandung akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, peneliti
merumuskan beberapa masalah berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak untuk
mengevaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:



. Bagaimana peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung

setelah diadakannya kebijakan pengampunan pajak?
Bagaimana kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying
Bandung?

. Bagaimana probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat

pemahaman kebijakan pengampunan pajak?

1.3.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian in1 berdasarkan rumusan masalah yang

telah disebutkan di atas adalah:

1.

Mengetahui peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung

setelah diadakannya kebijakan pengampunan pajak.

. Mengetahui kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying

Bandung.

. Mengetahui probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat

pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian mengenai “Probabilitas

Peningkatan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Akibat Pemahaman

Kebijakan Pengampunan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Cibeunying

Bandung)” adalah sebagai berikut:

1.

Bagi Peneliti
Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti terutama mengenai pemahaman
kebijakan pengampunan pajak berkaitan dengan pemahaman kepatuhan Wajib

Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

. Bagi KPP Pratama Cibeunying Bandung

Memberikan sumbangan informasi mengenai probabilitas peningkatan pemahaman
kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung akibat pemahaman

kebijakan pengampunan pajak.

. Bagi Pembaca



Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan
sebagai referensi terkait pemahaman kebijakan pengampunan pajak dan kepatuhan
Wajib Pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada

UU No 11 tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menimbang:

1. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan
untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan,
memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;

2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat,
diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua
potensi dan sumber daya yang ada;

3. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam
maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

4. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian
serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban
perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sampai
dengan nomor 4, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Apabila masyarakat memahami pertimbangan Presiden di atas,
masyarakat tersebut yang termasuk dalam ketentuan kebijakan pengampunan pajak
akan mengikuti kebijakan tersebut. Maka untuk mengikuti kebijakan pengampunan
pajak, masyarakat harus memahami hal-hal sebagai berikut menurut UU No.11 tahun

2016:



1. Manfaat kebijakan pengampunan pajak
Berdasarkan pasal 2 ayat 1, pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas
kemanfaatan. Menurut penjelasan UU No. 11 tahun 2016, asas kemanfaatan adalah
seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan
negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan
umum.
Pada penjelasan UU No.11 tahun 2016 bagian umum, menyatakan bahwa dalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan
sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam APBN. Dalam jangka pendek, hal ini
akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan
yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah
direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak
dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan
diinvestasikan di dalam wilayah NKRI. Undang-undang ini dapat menjembatani
agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan
secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam
sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang .
2. Syarat untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak
Berdasarkan pasal 8 ayat 1 untuk memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak
harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Pada ayat 2 menyatakan
bahwa Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditandatangani
oleh:
Wajib Pajak Orang Pribadi;
b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang
dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada
huruf b berhalangan.
Berdasarkan pasal 8 ayat 3(a) dan ayat 3(b), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki NPWP dan membayar

uang tebusan.



3. Subjek kebijakan pengampunan pajak
Pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan
pengampunan pajak. Sedangkan pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wajib Pajak
yang sedang:
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh
Kejaksaan;
b. dalam proses peradilan; atau
c. menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Objek kebijakan pengampunan pajak
Pada pasal 3 ayat 2, pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam
Surat Pernyataan.
Menurut pasal 3 ayat 4, pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1
meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun
Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
Pada ayat 5 menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan sebgaimana dimaksud pada
ayat 4 terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu pertimbangan presiden
dalam mengadakan kebijakan pengampunan pajak ini adalah meningkatkan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apabila
masyarakat yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak telah sadar dan patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut memenuhi
kriteria Wajib Pajak patuh sesuai PMK No. 74/pmk.03/2012. PMK No.
74/pmk.03/2012 ini dibuat berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 pasal 27 ayat 2. Berdasarkan penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1, pemberian pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak merupakan bentuk kemudahan yang

diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendorong agar Wajib Pajak menjadi patuh



dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah Wajib

Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang sering dikenal

sebagai “Wajib Pajak Patuh” maka diharapkan Wajib Pajak tersebut selalu patuh

dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada PMK No.

74/pmk.03/2012 pasal 2 menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib

Pajak dengan kriterian tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut; dan

4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Seperti yang telah dijabarkan oleh peneliti pada latar belakang, peneliti

akan mengukur probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di
KPP Pratama Cibeunying Bandung akibat pemahaman kebijakan pengampunan
pajak. Indikator pemahaman kebijakan pengampunan pajak diperoleh berdasarkan
UU No. 11 tahun 2016, sedangkan indikator pemahaman kepatuhan Wajib Pajak
diperoleh berdasarkan PMK No. 74/pmk.03/2012.
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